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PETUNJUK PENGISIAN

Petunjuk :
1. Silahkan mengunduh “Panduan Pengisian Data Pengusaha Barang Kena Cukai” melalui website www.beacukai.go.id.
2. Harus menggunakan huruf kapital pada saat pengisian formulir isian Data Pengusaha Barang Kena Cukai.
A. Identitas Perusahaan
1. Nama Perusahaan

· Diisi nama perusahaan sesuai dengan akta dan dokumen perijinan yang ada.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
· Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
· Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah (“.” atau “-“).
· Isi nama perusahaan tanpa diawali/diakhiri dengan artikel bentuk perusahaan.
3. Alamat Perusahaan (Kantor)
	· Jalan

	:
	Diisi nama jalan di mana kantor berlokasi.

	· Blok
	:
	Diisi nama blok di mana kantor berlokasi.

	· Nomor
	:
	Diisi nomor bangunan di mana kantor berlokasi.

	· RT/RW
	:
	Diisi RT/RW di mana kantor berlokasi.

	· Kelurahan/Desa 
	:
	Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi.

	· Kecamatan
	:
	Diisi nama kecamatan di mana kantor berlokasi.

	· Kota/Kabupaten 
	:
	Diisi nama kota/kabupaten di mana kantor berlokasi.

	· Provinsi
	:
	Diisi nama provinsi di mana kantor berlokasi.

	· Kode Pos
	:
	Diisi 5 (lima) angka kode pos sesuai alamat kantor.

	· Telepon
	:
	Diisi nomor telepon kantor yang dapat dihubungi.

	· Faksimile
	:
	Diisi nomor faksimile kantor yang dapat dihubungi.

	· Email
	:
	Diisi alamat email perusahaan yang aktif.

	· Koordinat/Geolokasi
	:
	Diisi berupa titik koordinat/geolokasi perusahaan, misalnya titik koordinat PT Cukai adalah (-6.2063198,106.8762640).

	· ID KPP ADM
	:
	Diisi kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak di mana kantor berlokasi.

	· Status Penguasaan
	:
	· “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;

· “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;

· “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;

· “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berkahir perjanjian sewa menyewa.


B. Jenis Kegiatan Usaha
· Dipilih sesuai jenis kegiatan usaha perusahaan.

· Dapat dipilih lebih dari satu pilihan.
C. Jenis Barang Kena Cukai
· Dipilih salah satu sesuai dengan barang kena cukai yang diproduksi/diimpor/dikelola. 

· Untuk BKC Hasil Tembakau atau MMEA juga dipilih rincian jenis hasil tembakau atau MMEA.
D. Data Umum Perusahaan
1. Kategori
a. Jenis Badan Usaha
Diisi jenis badan usaha sesuai akta pendirian/akta perubahan terakhir perusahaan.
b. Badan Hukum
Diisi apakah perusahaan merupakan badan hukum atau tidak.

c. Perusahaan Terbuka (go public)
Diisi dalam hal saham perusahaan telah dimiliki publik.
2. Alamat Tempat Usaha 
· Diisi alamat sesuai jumlah tempat usaha (pabrik/gudang) yang dimiliki perusahaan. 
· NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP pabrik/gudang selain lokasi kantor.

· Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email, koordinat/geolokasi,  ID KPP ADM, dan Status Penguasaan sama dengan tata cara pengisian alamat perusahaan (kantor).

· Luas Bangunan diisi sesuai dengan kondisi saat ini.
3. Dokumen/Legalitas Perusahaan
· Diisi nomor dan tanggal dokumen perizinan (IUI/IUT, SIUP/SIUP-MB, TDP/TDI, TDUP, dan/atau IMB).
4. Kedudukan Perusahaan
· Diisi sesuai kedudukan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam TDP, Surat Keterangan Terdaftar dan/atau SP PKP.

· Dalam hal tidak memiliki pabrik/gudang/cabang, maka diisi sebagai perusahaan tunggal/berdiri sendiri.

· Dalam hal mendaftar sebagai pusat, maka wajib mengisikan data pabrik/gudang/cabang.

· Dalam hal mendaftar sebagai cabang, maka wajib mengisikan data kantor pusat.

· Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email, koordinat/geolokasi, ID KPP ADM, dan Status Penguasaan sama dengan tata cara pengisian alamat perusahaan (kantor).
5. Hubungan Keterkaitan
· Dipilih apakah pengusaha pabrik hasil tembakau memiliki hubungan keterkaitan atau tidak.

· Jika dipilih “Ya”, diisi sesuai jumlah perusahaan yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau bersangkutan.

· NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP perusahaan.
· NPPBKC : Diisi angka NPPBKC yang terdiri atas NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai yang bersangkutan, kode Kantor Bea dan Cukai dan/atau Nomor Induk Berusaha.
6. Produksi Non BKC
· Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.

· Jika dipilih “Ya”, disebutkan sesuai jumlah barang hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.

E. Data Penanggung Jawab

a. Direksi/Pimpinan Perusahaan
· Diisi sesuai jumlah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
	
	· Nama
	:
	Diisi nama direksi/pimpinan perusahaan sesuai kartu identitas serta gelar akademis (jika ada).

	
	· NPWP
	:
	Diisi 15 (lima belas) angka NPWP direksi/pimpinan perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.

	
	· NIK/Paspor
	:
	· Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aktif; dan/atau

· Diisi nomor dan masa berlaku  paspor direksi/pimpinan perusahaan.

	
	· Kewarganegaraan
	:
	Diisi dengan negara di mana direksi/pimpinan perusahaan berasal.

	
	· Jabatan
	:
	Diisi nama jabatan direksi/pimpinan perusahaan.

	
	· Alamat
	:
	Diisi alamat direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, dan email sama dengan tata cara pengisian alamat perusahaan (kantor).


b. Pemilik/Komisaris Perusahaan
· Diisi sesuai jumlah pemilik/komisaris perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
	
	· Nama
	:
	Diisi nama pemilik/komisaris perusahaan sesuai kartu identitas serta gelar akademis (jika ada).

	
	· NPWP
	:
	Diisi 15 (lima belas) angka NPWP pemilik/komisaris perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.

	
	· NIK/Paspor
	:
	· Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/komisaris perusahaan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aktif; dan/atau

· Diisi nomor dan masa berlaku  paspor pemilik/komisaris perusahaan.

	
	· Kewarganegaraan
	:
	Diisi dengan negara di mana pemilik/komisaris perusahaan berasal.

	
	· Jabatan
	:
	Diisi nama jabatan pemilik/komisaris perusahaan.

	
	· Alamat
	:
	Diisi alamat pemilik/komisaris perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, dan email sama dengan tata cara pengisian alamat perusahaan (kantor).


F. Data Mesin dan Kapasitas
1.  Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 
a.  Jenis dan Jumlah Mesin
1) Mesin Pencampur
· Diisi sesuai jumlah unit, merek, tipe, nomor, tahun, status penguasaan mesin pencampur, dan kapasitas terpasang, serta keterangan bila diperlukan.
· Status penguasaan mesin diisi dengan kode angka sesuai ketentuan sebagai berikut:
	1
	 Milik sendiri/perusahaan
	4
	 Sewa kurang dari 1 tahun


	2
	 Sewa lebih dari 5 tahun
	5
	 Tidak teridentifikasi


	3
	 Sewa antara 1-5 tahun
	
	 


2) Mesin Pelinting
· Diisi sesuai jumlah unit, merek, tipe, nomor, tahun, status penguasaan mesin pelinting, dan kapasitas terpasang, serta keterangan bila diperlukan.
· Status penguasaan mesin diisi dengan kode angka sesuai ketentuan sebagai berikut:
	1
	 Milik sendiri/perusahaan
	4
	 Sewa kurang dari 1 tahun


	2
	 Sewa lebih dari 5 tahun
	5
	 Tidak teridentifikasi


	3
	 Sewa antara 1-5 tahun
	
	 


3) Mesin Pengemas dan/atau pelekat pita cukai
· Diisi sesuai jumlah unit, merek, tipe, nomor, tahun, status penguasaan mesin pengemas dan/atau pelekat pita cukai, dan kapasitas terpasang, serta keterangan bila diperlukan.
· Status penguasaan mesin diisi dengan kode angka sesuai ketentuan sebagai berikut:
	1
	 Milik sendiri/perusahaan
	4
	 Sewa kurang dari 1 tahun


	2
	 Sewa lebih dari 5 tahun
	5
	 Tidak teridentifikasi


	3
	 Sewa antara 1-5 tahun
	
	 


b.  Jumlah Tenaga Linting
· Diisi jumlah tenaga linting rata–rata/hari (dalam 3 bulan terakhir).
· Untuk perusahaan yang baru berdiri, tenaga linting diisi dengan jumlah perkiraan (rencana).
c.  Rata-rata Kemampuan
· Diisi rata-rata kemampuan produksi kemasan/orang/hari.
d.  Status Tenaga Linting
· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
e.  Jumlah HJE yang dimiliki

· Diisi jumlah HJE yang dimiliki saat ini.
f. Proses Produksi

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
· Mass Production : Proses produksi yang dilakukan terus menerus tanpa tergantung pesanan.

· Job Order
: Proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan.
2.  Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol
a.  Jenis Produksi

· Dipilih jenis proses produksi dalam proses pembuatan MMEA.
b.  Jenis dan Jumlah Mesin
1) Mesin Pencampur/Tangki Fermentasi/Mesin Destilasi
· Diisi sesuai jumlah unit, merek, tipe, nomor, tahun, status penguasaan mesin pencampur/tangki fermentasi/mesin destilasi dan kapasitas terpasang, serta keterangan bila diperlukan.
· Status penguasaan mesin diisi dengan kode angka sesuai ketentuan sebagai berikut:
	1
	 Milik sendiri/perusahaan
	4
	 Sewa kurang dari 1 tahun


	2
	 Sewa lebih dari 5 tahun
	5
	 Tidak teridentifikasi


	3
	 Sewa antara 1-5 tahun
	
	 


2) Mesin Pengemas/Bottling

· Diisi sesuai jumlah unit, merek, tipe, nomor, tahun, status penguasaan mesin pengemas/bottling dan kapasitas terpasang, serta keterangan bila diperlukan.
· Status penguasaan mesin diisi dengan kode angka sesuai ketentuan sebagai berikut:
	1
	 Milik sendiri/perusahaan
	4
	 Sewa kurang dari 1 tahun


	2
	 Sewa lebih dari 5 tahun
	5
	 Tidak teridentifikasi


	3
	 Sewa antara 1-5 tahun
	
	 


c.   Gudang Barang Hasil Akhir

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
3. Pengusaha Pabrik Etil Alkohol

a.  Jumlah Tangki
· Diisi sesuai jumlah unit, nomor, dan volume tangki serta keterangan bila diperlukan.
b.  Luas Lokasi
· Diisi luas lokasi pabrik etil alkohol dalam meter persegi.
4.  Pengusaha Tempat Penyimpanan

a.  Jumlah Tangki

· Diisi sesuai jumlah unit, nomor, dan volume tangki serta keterangan bila diperlukan.
b.  Pemasok langsung

· Diisi jumlah pemasok langsung saat ini.
c.  Apakah BKC yang ditimbun pada Tempat Penyimpanan milik sendiri?

· Dipilih “Ya” jika BKC yang ditimbun pada Tempat Penyimpanan milik sendiri.
· Dipilih ‘Tidak” jika BKC yang ditimbun pada Tempat Penyimpanan bukan milik sendiri.
5. Importir Barang Kena Cukai

· Dipilih apakah hanya mengimpor khusus BKC dan/atau terdapat barang selain BKC.
· Jika barang yang diimpor terdapat barang selain BKC, diisi sesuai jumlah dan jenis barang impor selain BKC. 
6. Penyalur

a.  Jenis Barang

· Dipilih apakah hanya menyalurkan khusus BKC dan/atau terdapat barang selain BKC.
b.  Tingkat/level dari pabrik
· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini, apabila terdapat beberapa pabrik, dipilih level yang paling panjang.

7. Pemasok utama
· Diisi sesuai jumlah pemasok utama perusahaan.
· Diisi dengan nama pemasok (perusahaan), NPWP pemasok, barang yang dipasok, dan alamat pemasok.
8. Distributor tingkat pertama 
· Diisi khusus untuk pengusaha pabrik.
· Diisi sesuai jumlah distributor tingkat pertama perusahaan (penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik).
· Diisi dengan nama distributor (perusahaan), NPWP, alamat, dan nomor telepon.
G. Data Perpajakan, Keuangan, dan Pembukuan

1.  Status Wajib Pajak
· Dipilih pada status wajib pajak perusahaan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

· Jika sebagai pengusaha kena pajak (PKP), data pengukuhan PKP harus diisi dengan nomor pengukuhan lengkap serta tanggal diterbitkannya Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2.  Pembukuan/Pencatatan
· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
Pertanyaan No G3 sampai dengan G10, ditujukan khusus untuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan.
3.  Posisi Keuangan Perusahaan

· Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan (maksimal 2 tahun terakhir).
· Tanggal laporan keuangan
: Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan dibuat.
· Pengisian angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

· Tanpa menggunakan tanda pemisah “.” maupun “,”.

· Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.

· Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan tanda baca “-“ (minus).

· Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.
	
	· Persediaan
	:
	Diisi angka persediaan.

	
	· Aset Lancar lainnya
	:
	Diisi angka aset lancar lainnya.

	
	· Aset Tetap
	:
	Diisi angka aset tetap.

	
	· Aset Lainnya
	:
	Diisi angka aset lainnya.

	
	· Total Aset
	:
	Otomatis diisi jumlah aset (persediaan, aset lancar lainnya, aset tetap, dan aset lainnya).

	
	· Liabilitas Jangka Pendek
	:
	Diisi angka total liabilitas jangka pendek/ utang lancar.

	
	· Liabilitas Jangka Panjang
	:
	Diisi angka total liabilitas jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki hutang/ kewajiban lainnya maka total hutang/ kewajiban lainnya tersebut dimasukkan dalam total hutang jangka panjang.

	
	· Total Liabilitas
	:
	Otomatis diisi angka total liabilitas (liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang).

	
	· Modal Disetor
	:
	Diisi angka modal disetor.

	
	· Total Ekuitas
	:
	Otomatis diisi selisih total aset dengan total liabilitas.



	
	· Harga Pokok Penjualan
	:
	Diisi angka harga pokok penjualan.

	
	· Penjualan/Pendapatan
	:
	Diisi angka penjualan bersih atau pendapatan bersih.

	
	· Laba/Rugi Bersih setelah Pajak
	:
	Diisi angka laba/rugi bersih setelah pajak.


4. Sistem Akuntansi

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
5. Aplikasi Sistem Akuntansi

· Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan.
· Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server komputer sendiri, maka dipilih “Electronic Data Processing (EDP)”.
· Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi komputer (misalnya MYOB), maka dipilih “Manual dan EDP”.

· Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam komputer (misalnya microsoft office), maka dipilih “Manual dengan bantuan komputer”.
· Dalam hal penyelenggaraan pembukuan secara manual, maka pilih “Manual tanpa bantuan komputer”.

6. Bagan Rek./Chart of Account
· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
7. Periode Laporan Keuangan

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
8. Jenis/Komponen Laporan Keuangan

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
9. Unit Audit Internal

· Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.
· Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.

10. Komponen pembukuan/akuntansi yang dimiliki perusahaan

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
11. IT Inventory
· Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer.
· Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer.
12. CCTV
· Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV).
· Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV).
· Jika memiliki CCTV, diisikan sesuai jumlah CCTV yang dimiliki saat ini.
H. Data Lainnya
1. BAP Lokasi

· Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.

2. Strukur Organisasi Perusahaan
· Diisi angka jumlah level struktur organisasi di bawah pimpinan tertinggi.
3.  Rekening Bank
· Diisi dengan data rekening bank atas nama Perusahaan. Jika Perusahaan mempunyai lebih dari tiga rekening, diisi dengan rekening yang paling aktif/sering dipergunakan dalam transaksi Perusahaan.
· Nama Bank diisi sesuai dengan nama Bank dimana Perusahaan mempunyai rekening.
· Nomor rekening diisi dengan nomor rekening Bank yang terdaftar atas nama perusahaan.
· Jenis rekening diisi dengan jenis simpanan Perusahaan pada Bank yang bersangkutan.
· Jenis valuta dipilih jenis mata uang yang dipakai dalam rekening Bank tersebut.
4.  Audit oleh DJBC

· Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan.
· Dipilih “Pernah” atau “Tidak Pernah”.
· Dalam hal “Pernah”, diisi berapa kali telah diaudit oleh DJBC, nomor LHA, Periode Audit terakhir, dan besar Temuan Audit terakhir.
5. Audit oleh DJP
· Dipilih “Pernah” atau “Tidak Pernah”.
· Dalam hal “Pernah”, diisi berapa kali telah diaudit oleh DJP,  nomor LHP, Periode Audit terakhir, dan besar Temuan Audit terakhir.
6. Audit Akuntan Publik
· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
· Jika dijawab “Ya”, kolom berikutnya harus diisi dengan nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit.
· Kolom opini diisi dengan opini KAP minimal hasil audit 1 tahun terakhir.
7.  Akses ke lokasi pabrik (khusus untuk pengusaha pabrik)

· Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
8.  Pengusaha Barang Kena Cukai
· Diisi tempat pembuatan, tanggal pembuatan, tanda tangan (dan cap/stempel perusahaan bila ada) dan nama lengkap pengusaha.
9. Petugas DJBC

· Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat penerimaan formulir, tanggal penerimaan, nomor penerimaan/nomor agenda, tanda tangan/nama/NIP petugas DJBC.


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

HERU PAMBUDI

